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PENDAHULUAN 

Pada tahun 2021 Ombudsman Republik Indonesia merilis Survei Kepatuhan terhadap standar 

pelayanan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2009 Tentang Pelayanan Publik. Penilaian Kepatuhan tersebut merupakan salah satu indikator untuk 

mengukur kualitas pelayanan publik dan meminimalisir perilaku maladministrasi penyelenggara 

layanan publik. Hasil Penilaian Kepatuhan Ombudsman RI Tahun 2021 terinci pada table berikut: 

Tabel 1. Penilaian Kepatuhan Penyelenggara Negara Tahun 2021 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan perizinan usaha 

restoran melalui sistem Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta. 

Dengan penerapan OSS, diharapkan proses perizinan menjadi lebih transparan, 

efisien, dan cepat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan 

deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan 

kuesioner kepada pelaku usaha restoran yang menggunakan layanan OSS. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penerapan OSS memberikan beberapa manfaat, 

seperti kemudahan akses layanan secara daring dan peningkatan transparansi 

dalam prosedur perizinan. Namun, terdapat beberapa kendala yang 

mempengaruhi kualitas pelayanan, antara lain masalah teknis dalam sistem OSS, 

keterbatasan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya siap, serta kurangnya 

pemahaman dari pelaku usaha terhadap penggunaan sistem tersebut. Di samping 

itu, kecepatan dan responsivitas petugas juga masih menjadi perhatian utama 

dalam upaya peningkatan kualitas layanan. Penelitian ini menyarankan beberapa 

langkah perbaikan, seperti peningkatan pelatihan bagi petugas, peningkatan 

sosialisasi kepada pelaku usaha, serta pembenahan infrastruktur teknologi untuk 

mendukung kinerja OSS. Dengan mengatasi kendala-kendala tersebut, 

diharapkan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta dapat meningkatkan kualitas 

pelayanan perizinan secara menyeluruh, mendukung iklim usaha yang lebih 

kondusif, dan mendorong pertumbuhan sektor bisnis di DKI Jakarta. 
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Berdasarkan hasil penilaian kepatuhan tersebut, masih banyak pemerintah provinsi dan 

pemerintah kota yang berada di zona kuning. Bahkan juga terdapat beberapa diantaranya berada pada 

zona merah. Tentu saja hal ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah dalam meningkatkan 

kualitas pelayanannya kepada masyarakat. 

Di era disrupsi digital saat sekarang ini, pemerintah juga dituntut untuk melahirkan inovasi-

inovasi baru dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif dan efesien. Salah satu wujud 

inovasi pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah dengan memanfaatkan teknologi sebagai 

sarana layanan yang unggul. Pemanfaatan teknologi saat ini pada layanan perizinan yaitu diberikan 

dalam bentuk online dan terpusat serta terintegrasi, sehingga memudahkan pengguna layanan perizinan. 

Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tersebut mewajibkan pemerintah baik di 

pusat maupun daerah menerapkan sistem Online Single Submission (OSS) dalam pelayanan perizinan 

kepada masyarakat. Perizinan berusaha melalui OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh 

Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, walikota/bupati kepada 

pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 

Melalui OSS ini pelaku usaha dapat mendaftarkan perizinan usaha mereka dimana saja dan kapan 

saja, baik usaha perorangan atau usaha berbadan hukum, baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini 

tentunya akan mengurangi intensitas tatap muka antara pemohon dengan petugas pelayanan sehingga 

dapat menghindari peluang terjadinya korupsi. Pelaku usaha juga dapat mencetak sendiri izinnya 

melalui sistem OSS. Akan tetapi untuk perizinan berusaha yang mewajibkan pelaku usaha untuk 

memenuhi komitmen perizinan berusaha, pelaku usaha diwajibkan untuk memenuhi komitmen 

perizinan berusahanya ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimana 

lokasi usaha tersebut berada.  

Selain dari aturan zonasi tersebut, terdapat juga beberapa kendala dalam penerapan OSS ini, baik 

dari sisi pemohon maupun dari sisi petugas pelayanan. Dari pemohon masalah yang sering dihadapi 

antaranya adalah proses reset password yang mengharuskan untuk bersurat ke BKPM, belum 

mendapatkan sosialisasi yang komprehensif, dan kesulitan untuk melakukan koordinasi dengan petugas 

pelayanan. Sementara permasalahan yang sering dihadapi oleh petugas antara lain kesulitan untuk 

mengkonfirmasi kepada pemohon mengenai kekurangan dokumen permohonan yang diajukan, belum 

ada timeline (posisi berkas) sehingga petugas kesulitan untuk melacak progres permohonan, error pada 

sistem, dan sulit untuk berkoordinasi dengan instansi kementerian lembaga terkait. Permasalahan lain 

yang muncul dalam proses izin usaha restoran ini adalah banyaknya pengajuan izin yang ditolak. 

Berdasarkan data dari Pusat Data Teknologi dan Informasi (Pusdatin) DPMPTSP DKI Jakarta di tahun 

2021 terinci pada tabel berikut: 

Tabel 2. Rekapitulasi Pengajuan Izin Usaha Restoran di DPMPTSP DKI Jakarta tahun 2021 

No Klasifikasi Jumlah 

1 Izin Usaha Yang Terbit 197 

2 Pengajuan Izin Usaha Yang Ditolak 419 

3 Berkas Izin Usaha Yang Dibatalkan 3 

4 Izin Usaha Dalam Proses 112 

Jumlah Total Pengajuan 731 

Berdasarkan data pada tabel di atas terdapat sebanyak 419 pengajuan izin usaha restoran yang 

ditolak dari total 731 pengajuan atau sebesar 57,32%. Angka ini tentu sangat besar dan dapat menjadi 

acuan bahwa banyak hal yang harus diperbaiki dalam meningkatkan kualitas pelayanan izin usaha 

restoran di DPMPTSP DKI Jakarta ke depannya. 

KAJIAN LITERATUR 

a. Kualitas Pelayanan 

Kualitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti, “tingkat baik buruknya 
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sesuatu, derajat atau taraf (kepandaian, kecakapan, dsb); atau mutu.” Menurut Sedarmayanti (2010: 

252) kualitas adalah: 

1) kesesuaian dengan persyaratan/tuntutan; 

2) kecocokan untuk pemakaian; 

3) perbaikan/penyempurnaan berkelanjutan; 

4) bebas dari kerusakan/cacat; 

5) pemenuhan kebutuhan pelanggan sejak awal dan setiap saat; 

6) melakukan segala suatu secara benar awal; 

7) sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan. 

Pada prinsipnya konsep pelayanan memiliki berbagai macam definisi yang berbeda menurut 

penjelasan para ahli. Menurut Sutedja (2007: 5), “pelayanan atau servis dapat  diartikan sebagai 

sebuah kegiatan atau keuntungan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain.” 

Sedangkan menurut Gronroos (Ratminto, 2005: 2), pelayanan adalah: Suatu aktifitas atau 

serangkaian aktifitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat 

adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh 

perusahaan pemberi layanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/ 

pelanggan. 

Kualitas pelayanan dapat diketahui dengan cara membandingkan antara pendapat konsumen 

atas pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diharapkan. Jika pelayanan yang diterima 

sesuai dengan yang diinginkan, maka kualitas pelayanan dinilai baik dan memuaskan, jika jasa yang 

diterima melampaui harapan konsumen, maka kualitas pelayanan dinilai sangat baik dan berkualitas. 

Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah daripada yang diinginkan, maka kualitas pelayanan 

dinilai buruk. 

b. Dimensi Kualiatas Pelayanan 

Mengukur kualitas pelayanan dapat didasarkan pada dimensi-dimensi kualitas pelayanan yang 

berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat selaku penerima pelayanan. Menurut Van Looy 

(Hardiyansyah, 2018: 62), suatu model dimensi kualitas jasa yang ideal baru memenuhi syarat, 

apabila: 

1) Dimensi harus bersifat satuan yang komprehensif, artinya dapat menjelaskan karekteristik 

secara menyeluruh mengenai persepsi terhadap kualitas karena adanya perbedaan dari masing-

masing dimensi yang diusulkan; 

2) Model juga harus bersifat universal, artinya masing- masing dimensi harus bersifat umum dan 

valid untuk berbagai spectrum bidang jasa 

3) Masing-masing dimensi dalam model yang diajukan haruslah bersifat bebas 

4) Sebaiknya jumlah dimensi dibatasi. 

Menurut Zeithaml (Hardiyansyah, 2018:63) dari 5 (lima) dimensi di atas masing-masing 

memliki indikator sebagai berikut: 

1) Reliability (Kehandalan) yaitu kemampuan petugas memberikan pelayanan akurat dan 

terpercaya.  

2) Responsiveness (Ketanggapan), yaitu kesiapan para petugas untuk memberikan jasa yang 

dibutuhkan pelanggan 

3) Assurance (Jaminan), yaitu jaminan yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan 

4) Emphaty (Empati) yaitu adanya suatu perhatian, keseriusan, simpatik, pengertian petugas kepada 

pelanggan 

5) Emphaty (Empati) yaitu adanya suatu perhatian, keseriusan, simpatik, pengertian petugas kepada 

pelanggan 

c. Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan pelanggan juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pelayanan. Menurut Moenir (Saleh, 

2010:125), agar layanan dapat memuaskan orang atau sekelompok orang yang dilayani ada empat 

persyaratan pokok, yaitu: 
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1) Tingkah laku yang sopan; 

2) Cara menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan apa yang seharusnya diterima oleh orang 

yang bersangkutan; 

3) Waktu penyampaian yang tepat; dan 

4) Keramahtamahan 

Faktor pendukung yang tidak kalah pentingnya dengan kepuasan diantaranya faktor kesadaran 

para pejabat atau petugas yang berkecimpung dalam pelayanan publik, faktor aturan yang menjadi 

landasan kerja pelayanan, faktor organisasi yang merupakan alat serta sistem yang memungkinkan 

berjalannya mekanisme kegiatan pelayanan, faktor pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan 

hidup minimum, faktor keterampilan petugas, dan faktor sarana dalam pelaksanaan tugas pelayanan. 

d. Online Single Submission (OSS) 

Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risik melalui Sistem Online Single Submission 

amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara Elektronik dan merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

Tentang Cipta Kerja. OSS berbasis risiko wajib digunakan oleh pelaku usaha, kementerian/lembaga, 

pemerintah daerah, administrator kawasan ekonomi khusus (KEK), dan badan pengusahaan 

kawasan perdagangan bebas pelabuhan bebas (KPBPB). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 

5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, terdapat 1.702 

kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang 

sudah diimplementasikan dalam Sistem OSS Berbasis Risiko. 

Manfaat dari penggunaan OSS ini antara lain Mempermudah pengurusan berbagai perizinan 

berusaha baik prasyarat ntuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin 

usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah 

dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin, Memfasilitasi pelaku usaha untuk 

terhubung dengan semua stakeholder dan memperolah izin secara aman, cepat dan real time. 

Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam 

satu tempat. Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas 

berusaha (NIB). 

Model Penelitian 
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METODE PENELITIAN 

Pendekatan Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan 

induktif. Menurut Moleong (2011: 11) “Metode deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-

kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. 

Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. 

Informan 

 

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

Analisis Kualitas Pelayanan Perizinan Usaha Restoran melalui Online Single Submission (OSS) 

di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. 

a. Reliability 

Reliabilitas pelayanan perizinan di DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta terkait erat dengan beberapa 

faktor diantaranya kecermatan petugas,standar pelayanan, dan kemampuan petugas dalam 

menggunakan atau mengoperasikan aplikasi OSS. 

b. Responsiveness 

Responsiveness pelayanan perizinan di DPMPTSP Provinsi  DKI Jakarta terhubung dengan beberapa 

faktor kunci, termasuk kemampuan petugas dalam merespon setiap pemohon, pelayanan yang 

cepat, tepat, dan cermat, pelayanan dengan waktu yang tepat, serta tanggapan petugas terhadap 

setiap keluhan pelanggan. 

c. Assurance 

Pelayanan perizinan di DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta terkait dengan beberapa faktor penting, 

antara lain kemampuan petugas dalam memberikan jaminan tepat waktu dalam pelayanan, jaminan 

biaya yang jelas dan transparan, serta jaminan legalitas yang akurat dan sah. 

d. Emphaty  

Pelayanan terhubung dengan beberapa faktor penting diantaranya adalah kebijakan untuk 

mendahulukan kepentingan pemohon, sikap petugas dalam melayani dengan ramah, sopan, dan 

tanpa diskriminasi, serta kemampuan petugas dalam menghargai setiap pelanggan. 
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e. Tangibles  

Pelayanan perizinan di DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta terhubung dengan faktor-faktor penting 

seperti penampilan petugas dalam melayani, kenyamanan tempat pelayanan, kemudahan dalam 

proses pelayanan, kedisiplinan petugas dalam pelayanan, kemudahan akses pelanggan dalam 

permohonan pelayanan, dan penggunaan alat bantu dalam pelayanan. 

Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta dapat terus 

meningkatkan kualitas tangible pelayanan perizinan, menciptakan lingkungan yang ramah dan 

responsif bagi pemohon, dan memastikan bahwa setiap pemohon merasa dihargai dan diakui selama 

proses pelayanan. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan kepuasan pemohon dan memperkuat 

citra lembaga sebagai penyedia pelayanan yang profesional dan terpercaya. 

Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Memberikan Kualitas Pelayanan Perizinan Usaha 

Restoran Melalui Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta 

Terdapat beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi kualitas pelayanan perizinan usaha restoran 

melalui Online Single Submission (OSS) di DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, yang dapat dikaitkan 

dengan faktor-faktor sebagai berikut: 

a. Professionalisme dan Keterampilan 

b. Sikap dan Perilaku 

c. Aksesibilitas dan Fleksibilitas 

d. Keandalan dan Kepercayaan 

e. Pemulihan 

f. Reputasi dan Kredibilitas 

Terdapat beberapa faktor Penghambat  yang mempengaruhi kualitas pelayanan perizinan usaha restoran 

melalui Online Single Submission (OSS) di DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, yang dapat dikaitkan 

dengan faktor-faktor sebagai berikut: 

a. Kurang Informatif 

b. Kurang Accessible 

c. Kurang Koordinasi 

d. Birokratis 

e. Inefesien 

Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Dalam Memberikan Kualitas Pelayanan Perizinan Usaha 

Restoran di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta 

Terdapat sejumlah upaya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi faktor penghambat yang memengaruhi kualitas 

pelayanan perizinan usaha restoran melalui Online Single Submission (OSS). Upaya-upaya ini 

berhubungan dengan faktor- faktor sebagai berikut: 

a. Kepemimpinan.  

Dinas ini telah memperkuat kepemimpinan dengan mengimplementasikan kebijakan yang 

mendukung perbaikan kontinu dalam proses pelayanan perizinan. Kepemimpinan yang efektif 

membantu dalam menyelaraskan tujuan organisasi dengan kebutuhan pemohon, serta memastikan 

terciptanya lingkungan kerja yang kondusif bagi peningkatan kualitas layanan. 

b. Pendidikan 

Upaya dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas melalui pelatihan dan 

pendidikan yang berkelanjutan. Dengan meningkatkan pendidikan dan pengetahuan petugas terkait 

proses perizinan, diharapkan mereka dapat memberikan layanan yang lebih efektif dan efisien 

kepada pemohon. 

c.  Perencanaan Strategik 

Dinas ini telah melaksanakan perencanaan strategik yang komprehensif untuk memastikan bahwa 
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proses pelayanan perizinan berjalan secara terkoordinasi dan efisien. Perencanaan strategik yang 

matang membantu dalam mengidentifikasi area-area perbaikan yang diperlukan, serta menetapkan 

tujuan jangka panjang yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas layanan. 

d. Review 

Adanya mekanisme review secara teratur membantu dalam mengidentifikasi dan menangani 

masalah-masalah yang mungkin timbul dalam proses pelayanan. Dengan melakukan review 

terhadap prosedur-prosedur yang ada, Dinas ini dapat mengidentifikasi peluang perbaikan dan 

mengimplementasikan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas 

layanan. 

e. Komunikasi 

Komunikasi yang efektif antara petugas dan pemohon merupakan kunci dalam meningkatkan 

kualitas layanan. Dinas ini telah meningkatkan komunikasi dengan mendengarkan dengan cermat 

masukan dan umpan balik dari pemohon, serta menyediakan saluran komunikasi yang efektif bagi 

pemohon untuk menyampaikan keluhan, saran, atau masukan terkait proses perizinan. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Kulitas pelayanan perizinan usaha restoran melalui Online Single Submission (OSS) pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta secara umum telah 

berjalan secara efektif dan efisien. Sistem OSS memberikan kemudahan akses bagi pemohon untuk 

mengajukan izin usaha restoran secara online. Para petugas pelayanan juga sangat responsiv dan 

memiliki etika yang baik ketika memberikan pelayanan kepada pemohon. 

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam memberikan kualitas pelayanan perizinan usaha restoran 

melalui Online Single Submission (OSS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. 

3. Upaya mengatasi faktor penghambat dalam memberikan kualitas pelayanan perizinan usaha restoran 

pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta sebagai 

berikut: 

a) Kepemimpinan yang efektif dan visioner serta berkomitmen terhadap perbaikan terus menerus 

yang mendorong perubahan positif dalam organisasi; 

b) Menyebar luaskan informasi kepada semua lapisan masyarakat terkait pemanfaatan sistem OSS 

dalam pengajuan perizinan; 

c) Pendidikan dan pelatihan terhadap petugas dalam meningkatkan keterampilan dan kualitas 

layanan; 

d) Perencanaan strategik yang baik untuk mengatasi hambatan dalam proses perizinan; 

e) Proses review yang sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa upaya perbaikan 

berjalan sesuai rencana. 

f) Perbaikan menyeluruh dan penyempurnaan fitur yang dibutuhkan pada sistem OSS. 

Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai analisis kualitas pelayanan 

perizinan usaha restoran dalam meningkatkan penerapan online single submission (OSS) di Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta serta hasil kesimpulan di 

atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut kepada: 

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta: 

a) Menunjukkan komitmen yang kuat terhadap peningkatan kualitas layanan. Hal ini dapat dicapai 

dengan mengadakan pertemuan rutin untuk meninjau kinerja layanan, mendengarkan umpan balik 

dari pemohon dan staf, serta melakukan penyesuaian kebijakan yang diperlukan. 

b) Mendorong budaya kerja yang berfokus pada pelanggan, dimana setiap anggota staf memahami 
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pentingnya memberikan pelayanan terbaik kepada pemohon. 

c) Mengadakan program pelatihan berkala bagi seluruh staf mengenai prosedur OSS, penggunaan 

teknologi terbaru, serta keterampilan komunikasi dan layanan pelanggan. 

d) Memberikan pelatihan khusus kepada staf untuk menangani kasus-kasus kompleks dan memberikan 

solusi yang cepat dan tepat kepada pemohon. 

e) Melakukan analisis menyeluruh terhadap prosedur perizinan saat ini dan mengidentifikasi area yang 

membutuhkan perbaikan. Rencana strategis harus mencakup peningkatan efisiensi proses dan 

alokasi sumber daya yang optimal. 

f) Mengembangkan strategi jangka panjang untuk mengintegrasikan teknologi informasi dalam proses 

perizinan, sehingga dapat mempercepat dan mempermudah pelayanan. 

g) Melakukan review berkala terhadap kinerja layanan melalui survei kepuasan pelanggan dan audit 

internal. Hasil review harus digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan mengimplementasikan 

tindakan perbaikan. 

h) Menerapkan sistem pemantauan yang dapat memberikan data real-time mengenai kinerja layanan 

dan mempermudah identifikasi masalah sejak dini. 

i) Meningkatkan transparansi informasi dengan menyediakan saluran komunikasi yang jelas dan 

mudah diakses oleh pemohon. Hal ini termasuk pembaruan rutin mengenai status permohonan dan 

perubahan prosedur. 

j) Membangun mekanisme umpan balik yang efektif di mana pemohon dapat dengan mudah 

menyampaikan keluhan, saran, dan apresiasi terhadap layanan yang diberikan. 

k) Mengembangkan dan mengimplementasikan skema penghargaan yang adil dan motivatif bagi staf 

yang berprestasi. Penghargaan bisa berupa bonus, promosi, atau pengakuan publik yang dapat 

memotivasi staf untuk memberikan layanan terbaik. 

l) Memastikan bahwa sistem penghargaan bersifat transparan dan berbasis kinerja, sehingga 

mendorong kompetisi sehat di antara staf. 

2. Karyawan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI 

Jakarta: 

a) Berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan, salah satunya dengan mendengarkan saran dan 

masukan pemohon. 

b) Memahami bahwa memberikan pelayanan terbaik kepada pemohon adalah suatu hal yang wajib 

dilaksanakan. 

c) Mengikuti program pelatihan berkala mengenai prosedur OSS, penggunaan teknologi terbaru, serta 

keterampilan komunikasi dan layanan pelanggan. 

d) Memberikan umpan balik bagi pemohon yang menyampaikan keluhan, saran, dan apresiasi terhadap 

layanan yang diberikan. 

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas pelayanan perizinan restoran melalui OSS, sehingga memberikan 

pengalaman yang lebih baik bagi pemohon dan mendukung iklim investasi yang kondusif di wilayah 

DKI Jakarta. 
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